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ABSTRAKN

Ponehtian i bertwuan untuk mengetahui tentang kebebasan berpendapat
dipan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Piekoondk sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,
Penchtan int merupakan penelitian hukum normatif vang bersifat preskripuf. Metode
vang digunakan dalam penelian ini merupakan metode yuridis normatif Sumber
data sokunder vang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum
sokunder, dan terswier.  Tekmik pengumpulan data yang digunakan vyaitu studi
Lopustakaan dan Cvier media.

Hasil penchiian menunjukan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak
dan setap orang vang sudah dilindungs oleh hukum. Perkembangan teknologi yang
semakin pesat membuat masvarakat lebih mudah untuk mengakes mrernet dan
mendapatkan mformasi Namun, dengan adanya imtermet juga masyarakat dapat
membenkan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif yaitu
munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Maka dari itu
dperiukan  pengaturan  dan penegakan hukum atas pelanggaran  kebebasan
berpendapat vang diimjau dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Nata Kuni: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebebasan
Berpendapat, Internet.
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PENUTUP

A. KNesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu

maka dapatiah ditank kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

|

|-

Pengaturan  Kebebasan Berpendapat didalam jejaring sosial menurut
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
diatur dalamPasal 27 ayat (3) mengenaiPenghinaan dan/atau Pencemaran
nama baik dengan pidana pemjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 750.000.000, Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengenai
Penyebaran berita bohong (hoaks) dan Ujaran Kebencian dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 miliar
rupiah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kebebasan Berpendapat menurut
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah dengan melakukan tindakan preventif terlebih daluhu
seperti, memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih
pertikaian di masyarakat, lalu melakukan pendekatan pada pihak yang

diduga melakukan pelanggaran. Setelah itu mempertemukan pihak yang
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diduga melakukan  pelanggaran dengan  Korban, dan mencan solusi

perdamaian antara prhak-pihak vang bertikar dan memberikan pemahaman
mengenat dampak vang akan timbul di masvarakat. Apabila tndakan
prevenuf sudah dilakukan namun tidak menyelesakan masalah maka
penyelesatannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai
dengan KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentangPenghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik
Sosial
B. SARAN
L Berkaitan dengan uraian kesimpulan diatas, maka sebagai warga negara
Indonesia diharapkan dapat menggunakan haknya dalam berpendapat
dengan batasan dan bijaksana tanpa harus menyakiti dan merugikan orang
lain, mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara
vang demokratis.
2 Diharapkan kepada pihak terkait untuk lebih aktif mensosialisasikan aturan-
aturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan etika dalam
penggunaan jejaring sosial, sehingga memberikan kesadaran dan ketaatan

hukum masyarakat dalam penggunaannya sehingga mencegah terjadinya
tindak pidana melalw Jejaning sosial.
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